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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Angkutan merupakan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
Angkutan  banyak digunakan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Adapun fungsi angkutan sebagai alat untuk mencapai daerah tujuan wisata dan alat

bergerak selama berada diwilayah tujuan wisata tersebut.*

Sama halnya pelabuhan tanjung api-api yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan yang menghubungkan Tanjung Kalian, Pulau Bangka yang menjadi

penghubung kedua provinsi.

Di pelabuhan tanjung Api-Api terdapat dua jenis kapal yang digunakan untuk

mengantarkan penumpang dan barang yang diangkut antara lain :

a. Kapal Roro (Rol on Rol off), adalah kapal dengan pintu/ ramp ada dua
depan/haluan dan belakang/ buritan.
b. Kapal LCT (Landing Craft Tank), adalah jenis kapal dengan hanya satu

pintu.

! |smayanti, pengantar pariwisata, Jakarta, Grasindo, 2005. HIm 23



Menyadari pentingnya peran transportasi sebagai bentuk modal transportasi,
penyelenggaraannya harus ditata dalam wujud satu kesatuan sistem transportasi
nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang
seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang
selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang
wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.? Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 pasal 6 tentang Pelayaran, Indonesia memiliki 3 jenis

angkutan di perairan yaitu :

a) Angkutan Laut;
b) Angkutan Sungai dan Danau;
c) Angkutan Penyeberangan.

Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Kayong Utara yang bertolak dari
Tanjung kalian kandas di perairan Tanjung Siapi-api, Palembang, Sumatera Selatan.
Didalam manifest kapal terdapat 8 truk, 1 mobil, 2 sepeda motor yang ikut tenggelam
dan juga dari total 30 penumpang dalam keadaan selamat, namun 1 ABK(Anak Buah

Kapal ) menjadi korban jiwa akibat kecelakaan kapal.®

Akibat dari kecelakaan kapal tersebut maka, tak terpenuhinya undang-undang
nomor 17 tahun 2008 pasal 40 ayat (1) dan (2) tentang Pelayaran yang mengatakan

bahwa Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan

2 Ibid, Hal. 25

% Danu Darmarjati” Kapal Kandas di Perairan Palembang , 8 Truk lkut Terbalik” di akses dari,
https://news.detik.com/berita/kapal-kandas-di-perairan-palembang-8-truk-ikut-terbalik., pada tanggal
tanggal 21 September 2019 pukul 14.00



https://news.detik.com/berita/kapal-kandas-di-perairan-palembang-8-truk-ikut-terbalik

keamanan penumpang dan barang yang diangkutnya serta perusahaan angkutan
diperairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah
yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak yang telah

disepakati.

Dalam hal kecelakaan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Kayong Utara kita
bisa melihat siapa saja yang menjadi pihak terkait dalam perjanjian pengangkutan,
menurut Hasim Purba dalam perjanjian pengangkutan barang pihak yang terkait

terdiri dari ;

a) Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan), yakni pihak yang berkewajiban
memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan
tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan.

b) Pihak pengguna barang (pengguna jasa angkutan), yakni pihak yang
berkewajiban untuk membayar kewajiban tarif angkutan sesuai yang telah
disepakati dan berhak memperoleh pelayanan jasa angkutan atas barang
dikirimnya.

c) Pihak penerima barang (pengguna jasa angkutan), yakni sama dengan pihak
pengirim barang dalam hal ini penerima dan pengirim adalah merupakan
subjek berbeda. Namun ada kalanya pihak pengirim barang juga sebagali

penerima barang yang diangkut ketempat tujuan.*

4 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek, Pustaka Bangsa Press,
Medan, 2005, Hal 3



Sedangkan dalam hal penumpang,maka pihak yang terkait adalah :

a) Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan) yakni pihak yang berkewajiban
memberikan jasa pelayanan, jasa angkutan penumpang dan berhak atas
menerima pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang di tetapkan.

b) Pihak penumpang (pengguna jasa angkutan) yakni pihak yang berhak atas
mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk
membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan.®

Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur-

unsur sistem, yaitu®:

a) Subjek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dan
pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan.

b) Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya selalu berstatus perusahaan
badan hukum atau bukan badan hukum.

c) Objek hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pangangkutan.

d) Perisitiwa hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan.

e) Hubungan hukum pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara
pihak-pihak dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

Karena Laut adalah merupakan sebagian dari isi permukaan bumi dan penuh

resiko ketidakpastian maka sifat hukum laut adalah sebagai pelengkap, kalau ada

® lbid, Hal 4
& Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT.Citra Aditya Bakti, 2008, HIm 12



sesuatu yang semula dapat diatur, maka ketentuan-ketentuan yang sifatnya mutlak,

yang artinya ketentuan tersebut tidak dapat dikesampingkan.’

Dalam angkutan penyeberangan ini kita akan menggunakan Kapal, dengan ini
Kita harus mengetahui apa yang menjadi pengertian kapal tersebut. Dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (4) tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah
Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan
tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang
dan kendaraan berserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang
berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (double bottom) serta memiliki
paling sedikit 2 mesin induk.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang angkutan penyeberangan ini

adalah :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan

Pelakasanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

7 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
2007, Hal.215



d)

9)

h)

)

k)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyabandaran dan
Otoritas Pelabuhan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan
Penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2016 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang menggunakan
Jasa Angkutan Penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2017 tentang tarif angkutan penyeberangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;

Peraturan Menteri Keuangan 15/ PMK.010/2017 tentang Besar Santunan
dan luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau,

Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara;



I) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.4 tahun 2018 Tanggal 18
Juli tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Angkutan Penyebaran, salah satu faktor yang terpenting adalah kapal.
Karena pengangkutan barang atau penumpang yang melalui transportasi laut,
membutuhkan kapal sebagai pendukungnya. Selain itu dapat memuat yang cukup
besar, kapal juga memiliki perlengkapan dan alat kelengkapan yang memadai
Adapun yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya,
ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan
dipermukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-

pindah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang
Pelayaran, yang merupakan penyempurnaan dan kodifikasi, agar penyelenggaraan
pelayaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat,
bangsa, dan negara, menumpuk dan mengembangkan jiwa bahari, dengan
mengutamakan kepentingan umum, dan kelesatarian lingkungan, koordinasi antar
pusat dan daerah serta antara instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta pertahanan

keamanan negara.?

Jika berbicara mengenai kapal, erat kaitannya dengan adanya penumpang.

Penumpang tersebut berasal dari suatu perjanjian terkait yang terdapat dalam tiket.

8 1bid, him 26



Baik penumpang maupun Pihak yang menyediakan sarana transportasi laut seperti
Pelabuhan Tanjung Api-Api yang telah mengikatkan Hak dan Kewajibannya masing-
masing dalam angkutan penyeberangan, penumpang menjadi tanggung jawab yang
sangat penting, itu dikarenakan kemungkinan resiko atas suatu kecelakaan kapal yang
sudah menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan penyeberengan untuk
menanggung resiko yang dialami para penumpang angkutan penyeberangan, Atau
dengan kata lain antara penumpang dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan
mempunyai hubungan hukum antar keduannya, atas dasar mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu prestasi dari yang lain, yang lain berkewajiban

melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.®

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, maka penggunaan
akan transportasi akan semakin meningkat terlebih transportasi laut. Tetapi
perekembangan kebutuhan atau perkembangan perekonomian di Indonesia, tidak di
barengi dengan perkembangan sarana dan prasarana keselamatan transportasi laut.
Masih banyak terjadi kecelakaan terhadap angkutan penyeberangan, Kecelakaan
tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Ada yang disebabkan oleh kondisi kapal
yang tidak layak jalan, Faktor teknis, human error dan lain-lain. Kecelakaan tersebut

tidak lepas dari adanya korban, baik korban yang mengalami luka-luka, korban yang

® Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996, him.1



meninggal dunia, maupun korban yang mengalami trauma. Korban tersebut ada yang

berasal dari penumpang maupun awak kapal.*

Perusahaan angkutan penyeberangan seharusnya bertanggung jawab atas
keselamatan dan keamanan yang diangkut diatas kapal. Tanggung jawab yang
dimaksud dapat berupa ganti rugi materiil maupun inmateriil yang dialami pengguna
jasa angkutan penyeberangan.'! Adapun kematian atau lukannya penumpang yang
diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan
angkutan penumpang, serta kerugian pihak ketiga.'?> Biasanya tanggung jawab dari
pihak yang menyediakan jasa angkutan penyeberangan bagi penumpang yang
mengalami luka-luka atau cacat sementara akan ditanggung biaya pengobatan sampai
sembubh. Jika suatu kecelakaan kapal menimbulkan korban jiwa, maka pihak keluarga
korban yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan yang diberikan oleh
penyedia jasa angkutan penyeberangan seperti Pelabuhan Tanjung Api-Api. Santunan
itu sendiri bermacam-macam jenis dan jumlahnya, tergantung dari kerugian yang
dialami pengguna jasa dan juga tergantung dari kebijakan penyediaan angkutan
penyeberangan. Maka dari itulah, pihak penyedia angkutan penyeberangan
berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan.
Karena fasilitas ataupun pelayanan yang diberikan oleh pihak pengangkut sudah

menjadi kewajiban yang dimuat dalam sebuah tiket tersebut.

10 Hendrawan,Andi, Analisis Indikator Keselamatan Pelayaran Pada Kapal Niaga, Journal Saintara
Vol 3 No.2,2019, him 54

11 Utomo, Hari, Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal,

Journal Legislasi Indonesia VVol.14 No 1, 2017, him 70

12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pasal 41



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada

skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan angkutan penyeberangan terhadap
pengguna jasa akibat kecelakaan kapal di pelabuhan tanjung api-api ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa
angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal di pelabuhan tanjung api-
api ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan penyeberangan
terhadap penggguna jasa yang mengalami kecelakaan kapal di pelabuhan
tanjung api-api.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa
angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal di pelabuhan tanjung api-
api.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis untuk menambah pengetahuan penulis tentang

bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa



angkutan penyeberangan dipelabuhan tanjung api-api dan juga menambah
cakrawala berfikir serta sumbangan pemikiran tentang tanggung jawab
perusahaan angkutan penyeberangan terhadap pengguna jasa yang mengalami
kecelakaan kapal.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, untuk dapat memberikan pemikiran juridis dan
masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan
terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan Masalah Latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka
perlu Kkiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah
penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus
dalam pelaksanaan dan pembahasannya. Dalam penelitian ini, penulis membatasi
pada angkutan penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Api-Api
Provinsi Sumatera Selatan yaitu mengenai pelaksanaan ganti rugi terhadap pengguna

jasa angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal.



F. Kerangka Teori
1. Tanggung Jawab

Ada dua isitilah yang mengacu pada Tanggung jawab dalam kamus
hukum, yaitu liability dan responsibility.™® Liability merupakan isitilah hukum
yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung, yang
pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan
kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, biaya atau
keadaan yang menciptakan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang.
Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu
kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan
meliputi juga kewajiban dalam bertanggung jawab atas undang-undang yang
dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, isitilah liability
mengacu pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat
kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan isitilah

responsibility mengacu pada pertanggung jawaban politik.*

Mengenai persoalan tanggung jawab pejabat menurut Kranenburg dan

Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

a. Teori fautes personalles, yaitu teori yang mengatakan bahwa

kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, him 133
1% 1bid, hal.335-337



karena perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori
ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi

atau individu.

. Teori fautes de services, yaitu teori yang mengatakan bahwa

kerugian terhadap ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat
yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan
kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu
disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan
kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya
suatu kesalahan berimpikasi pada tanggung jawab yang harus

ditanggung.®®

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat

dibedakan sebagai berikut :'®

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault
liability), yaitu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum
pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat
dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika memenubhi

kesalahan yang dilakukannya.

15 Ibid, him.365

16 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2006 ,him.73-79



Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
lebih dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum,
mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a) adanya perbuatan;

b) adanya unsur kesalahan;

c) adanya kerugian yang diderita;

d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan
dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan
dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam
masyarakat.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap
bertanggung, sampai ia dapat membuktikan bahwa tidak bersalah.
Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liabilty” adalah
penting, karena ada kesempatan tergugat membebaskan diri dari
tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia
telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk

menghidarkan terjadinya kerugian.’

17 E.Suherman, Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain
Dalam Bidang Penerbangan, Cet Il, Alumni, Bandung, 1979, him 21



Dalam prinsip ini, beban dalam pembuktiannya ada pada pihak
tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van
bewjilast). Hal ini pastinya bertentangan pada asas hukum praduga tidak
bersalah (presumption of innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus
konsumen akan tampak asas demikian cukup signifikan. Tergugat harus bisa
menghadirkan bukti-bukti bahwasanya dirinya tidak bersalah. Tentu saja
konsumen tidak dapat sembarangan mengajukan gugatan. Posisi konsumen
sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika
ia gagal menunjukkan dan membuktikan kesalahan tergugat.

3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua,
prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya
dikenal dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sangat
terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum
pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada barang bawakan
baik itu bagasi pesawat maupun barang yang dipegang pada
konsumen, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang
(konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini
pengangkut tau penyedia jasa (pelaku usaha) tidak dapat
dimintakan pertanggung jawabannya. Pihak yang dibebankan
untuk membuktian kesalahan itu ada pada pengguna jasa atau

konsumen.



4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering
disamakan dengan prinsip tanggung jawab abolut (absolute
liablitiy). Walaupun demikian ada pula para ahli yang
membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang
menyatakan, tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung
jawab yang menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang
menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian  yang
memungkinkan untuk dibebaskan dari beban tanggung jawab,
misalnya pada keadaan memaksa. Sebaliknya absolute liability
adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada
pengecualiannya.*®

Menurut E.Suherman, strict liability disamakan dengan
absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk
membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila keugian
itu timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.
Tanggung jawab adalah mutlak.®
5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of

liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk

18 1bid, hIm.23
19 Ibid, him.23



dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar
yang dibuatnya. Dalam Perjanjian cuci cetak gambar, misalnya
ditentukan, bila gambar yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang
atau rusak akibat ada file yang hilang atau rusak (dalam hal ini
berkaitan dengan kesalahan petugas), maka si konsumen hanya
dibatasi ganti rugi kerugian sebesar sepuluh kali harga satu nol.
Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu gambaran tingkah
laku manusia itu sendiri. Penampilan tingakah laku manusia terkait dengan
kontrol jiwanya, merupakan bagian dari wujud pertimbangan intelektualnya
atau mentalnya. Bila mana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah
seharusnya bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada
alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut
dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.?® Tanggung Jawab
dalam arti hukum adalah tindakan yang benar-benar terkait dengan hak dan
kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang terkait dengan gejolak
jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibat dari perbuatannya.
Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab
kepada diri sendiri dan kepada masyarakat sekitar. Bertanggung jawab kepada
diri sendiri, artinya apa yang ia kerjakan karena integritas moral, intelektual

dan profesional sebagai pola dari kehidupannya. Dalam memberikan

20 Masyhur Efendi, Dimensi /Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan
Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, him.121



pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan,
seorang profesional selalu mempertahanankan nilai-nilai luhur profesi sesuai
dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan hanya sekedar hobi semata.
Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan
pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan tarif dan pelayanan Cuma-
Cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu dan berkualitas serta
berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-
mata bermotif mencari keuntungan yang sebesar-sebesarnya, melainkan juga
pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani
menganggung segala resiko yang timbul dari pelayanannya itu. Kelalaian
dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau
mungkin merugikan diri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.?
2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuh hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau
korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti
melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

hukum.??

21 Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him.60
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, him 133



Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan
dan berbagai ancaman dari pihak manapun.?

Di dalam perlindungan hukum hal terpenting ialah melindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksa dalam pelaksanaannya dengan pemberian sanksi. Perlindungan
hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu.?:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintanh dalam rangka
mencegah sebelumnya terjadinya pelanggaran. Pelanggaran Hal ini
terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud
mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan

dalam melakukan suatu kewajiban.

23 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V 2000, him 74
24 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta:magister limu
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, him 20



b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir
berupa saksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.?

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan individu, agar
kepentingan individu terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara
profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan
tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan
hukum. Penegakkan hukum mengehendaki kepastian hukum, kepastian
hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-
wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai.
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan
hukum. Agar terciptanya keadaan yang aman dan kondusif tanpa
menimbukan keresahan yang ada di dalam masyarakat. Hukum dapat
melindungi hak dan kewajiban yang melekat di setiap individu dalam
kenyataan yang semestinya, dengan perlindungan hukum yang kokoh

akan terwujud tujuan hukum secara umum, Kketertiban, keamanan,

% SGatjipto Rahardjo, llmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.him 74



ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.?® Aturan
hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan
demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman
bagi individu dalam beretika dan bertingakah laku dalam hidup
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam
berkehidupan di masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam
bertindak terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan
aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian
kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan
hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu. Kepastian
Hukum bukan berupa pasal dan ayat dalam undang-undang, melainkan
juga adanya konsistensi dan integeritas dalam putusan hakim yang satu

dengan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.?’

26 Mutansyir Rizal, Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-ilmu Humaniora, Jurnal Filsafat Jilid
35 No 3 Desember 2003, him 3
27 peter Mahmud Marzuki, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, him 157-158



G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan
dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode metode Yuridis
Empiris (Penelitian Lapangan / Field Research), yaitu menggunakan kasus
hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, pokok kajiannya adalah
hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang
sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup
bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada
hukum positif yang tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.
Adapun penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif (Penelitian
Perpustakaan /Library Research), Penelitian yang menunjuk perpustakaan
sebagai tempat dilakasanakannya suatu dan penelitian. Sebenarnya penelitian
mutlak menggunakan kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Ditempat
inilah diperoleh hasil-hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sangat
berguna bagi mereka yang sedang melaksanakan penelitian. Peneliti dapat
memilih dan menelaah bahan-bahan kepustakaan hukum yang dperlukan guna
dapat memecahkan dan menjawab permasalahan penelitian yang

dilaksanakan.?®

28 Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press,
Medan, 2005, him 21



2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada daerah Pelabuhan Tanjung Api-Api
Kabupaten Banyuasin, Rimau Sumsang, Palembang Provinsi Sumatera
Selatan.
3. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan peneliti adalah
dengan cara pendekatan undang-undang (Statue approach)?®, pendekatan
kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menganalisis semua
undang-undang, sementara untuk penelitian kasus menggunakan kasus-kasus
seperti yang terdapat pada latar belakang masalah ini dan peraturan yang
berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini konsep bertujuan untuk
mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum.*
4. Jenis dan Sumber Data

Sumber dalam penelitan ini adalah data primer dan data sukunder.
Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni
para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam
penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara langsung

dengan Bapak Zulkarnain dan Bapak Gunawan selaku otoritas pelabuhan

29 peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011, him 92
30 Amirudin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press.2010,
Him. 90



tanjung api-api.3!Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen yang terkait, buku yang berkaitan dengan objek
penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi,
peraturan perundang-undangan,data sekunder terdiri dari:32
a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan yang tertuang
dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat yaitu :
1) KUH Perdata, KUHD;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,
LN Nomor 64, TLN Nomor 4849;
3) Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian,
LN Nomor 337, TLN Nomor 5618;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang
Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang, LN Nomor 28, TLN Nomor 2720;
5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan, LN Nomor 629, TLN

Nomor 1401;

81 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 75
32 |bid, hlm 76



6)

7)

8)

9)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2015 tentang  Standar Keselamatan Transportasi
Sungai, Danau, dan Penyeberangan, LN Nomor 224;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan
Angkutan Penyeberangan, LN Nomor 413;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di
Atas Kapal, LN Nomor 1428;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian
Kendaraan yang menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan,

LN Nomor 1411;

10) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2017 tentang tarif angkutan penyeberangan, LN Nomor

603;

11) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah

Pelayaran, LN Nomor 1193;

12) Peraturan Menteri Keuangan 15/ PMK.010/2017 tentang Besar

Santunan dan luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di



Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara,
LN Nomor 278 ;
13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.4 tahun 2018
Tanggal 18 Juli tentang Retribusi Jasa Usaha.
5. Teknik Penentuan Sample
Dalam penelitian ini sampelnya adalah angkutan penyeberangan yang
beroperasi di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan Sedangkan
sampel peneilitiannya akan diambil dengan cara Snowball Sampling, yaitu
pengambilan sample berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku
kepala Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Bapak Gunawan yang selaku Kepala
Tata Usaha Negara dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman
berkenaan dengan pelaksanaan pemberian ganti rugi.
6. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh data primer tersebut adalah dengan melakukan pengamatan atau
observasi dan wawancara kepada Bapak Zulkarnain selaku Kepala Pelabuhan
Penyeberangan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan dan Bapak Gunawan
Selaku Kepala Tata Usaha Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api,
Sumatera Selatan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi tersebut.
Wawancara tersebut merupakan wawancara berencara, yaitu wawancara yang
dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun

sebelumnya.



7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan
dengan menerapakan metode secara induktif yaitu proses penalaran untuk
menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus
berdasarkan atau fakta-fakta yang bersifat umum dan pengembangan konsep
yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang

fleksibel sesuai dengan konteknya.
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